PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO

TENTANG

PEMBENTUKAN BRIGADE SIAGA 115
PADA UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JENEPONTO

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR .52




BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BRIGADE SIAGA 115
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :oa.

Mengingat: ;1.

BUPATI JENEPONTO,
bahwa dalam rangka mewujudkan Visi - Misi
Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 - 2018,
maka dipandang perlu langkah strategis Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik dalam program layanan
kesehatan respon cepat;

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di
atas, respon cepat melalui Mobile Medical (on call 115),
maka perlu dibentuk Brigade Siaga 115 pada setiap
Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas lingkup
Dinas Kesehatan Kabupaten jeneponto;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);




S.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 321);




Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto
Tahun 2008 Nomor 187);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2014 Nomor 231);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 14
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten
Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2009 Nomor 228);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 17
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2014 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG
PEMBENTUKAN BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
JENEPONTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;




2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto;

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris
Daerah, Sekretariat SPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah;

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten
Jeneponto;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;

7. Brigade Siaga adalah suatu satuan tugas kesehatan yang terdiri dari
petugas medis (dokter dan perawat), paramedis, dan awam khusus
yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pencegahan,
penyiagaan, maupun pertolongan bagi masyarakat yang mengalami
gangguan kesehatan;

8. Brigade Siaga 115 adalah Tim Reaksi Cepat dan sekaligus sebagai Tim
Pelaksanaan Penanggulangan masalah Kesehatan dengan cara
menghubungi nomor 115;

9. Tm Reaksi Cepat (TRC) adalah Tim yang sesegera mungkin bergerak ke
lokasi / sasaran setelah mendapatkan informasi tentang masalah
kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan,;

10. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan dimana seseorang
mengalami ancaman kehidupan apabila tidak dilakukan penanganan
dengan segera;

11. Triase adalah suatu sistem seleksi pasien yang menjamin supaya
mendapatkan perawatan medis;

12. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis;

13. Tenaga Paramedis adalah tenaga yang berprofesi memberikan
pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat.

14. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan
pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;

15. Pegawai Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus
tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah
bermasalah kesehatan, serta Rumah Sakit kelas C dan kelas D di
Kabupaten yang memerlukan pelayanan medic spesialistik.

BAB 11
SEKRETARIAT BRIGADE SIAGA 115

Pasal 2

Brigade siaga 115 mempunyai sekretariat di tingkat Kabupaten maupun di
UPTD Puskesmas

Pasal 3

(1) Untuk Tingkat Kabupaten Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Bidang Bina
pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang
berfungsi sebagai Pengendali




(2) Untuk Tingkat UPTD Puskesmas Sekretariatnya pada Puskesmas masing -
masing yang berfungsi sebagai manajemen pelayanan dengan rincian
UPTD Puskesmas sebagai berikut :

= e RS o 1

10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

UPTD Puskesmas Bontosunggu Kota
UPTD Puskesmas Binamu Kota
UPTD Puskesmas Binamu
UPTD Puskesmas Arungkeke
UPTD Puskesmas Togo-togo
UPTD Puskesmas Tarowang
UPTD Puskesmas Tino

UPTD Puskesmas Bontomatene
UPTD Puskesmas Tolo

UPTD Puskesmas Rumbia
UPTD Puskesmas Tompobulu
UPTD Puskesmas Bululoe
UPTD Puskesmas Bontoramba
UPTD Puskesmas Tamalatea
UPTD Puskesmas Bangkala
UPTD Puskesmas Kapita

UPTD Puskesmas Buludoang
UPTD Puskesmas Barana

BAB III
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT BRIGADE SIAGA 115

Bagian Kesatu
Sekretariat Brigade Siaga 115 Tingkat Kabupaten

Pasal 4

(1) Sekretariat Brigade Siaga 115 Tingkat Kabupten Jeneponto, mempunyai
tugas sebagai Pengendali dari sekretariat pada setiap UPTD Puskesmas;

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

Merencanakan Standar Operasional Prosedur berdasarkan dengan
ketentuan yang berlaku pada setiap layanan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Membuat Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada
Sekretariat Brigade Siaga 115 disetiap UPTD Puskesmas;

Melakukan pembinaan pada setiap Sekretariat Brigade Siaga 115
berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Brigade Siaga 115
disetiap UPTD Puskesmas sesuai kebutuhan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Brigade 115
di setiap UPTD Puskesmas berdasarkan dengan laporan yang masuk
atau hasil supervisi sebagai bahan tindak lanjut;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan dengan hasil
evaluasi untuk dilaporkan ke atasan.




Bagian Kedua
Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Tingkat UPTD Puskesmas

Pasal 5

(1) Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Tingkat UPTD Puskesmas mempunyai
tugas sebagai manajemen pelaksanaan Brigade 115 untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur Brigade Siaga 115 sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. Membuat Perencanaan anggaran dan tenaga Brigade Siaga 115 sesuai
kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Menyiapkan sarana dan prasarana Brigade Siaga 115 sesuai
kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyiapkan anggaran dan tenaga Brigade Siaga 115 sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Membuat laporan pelaksanaan tugas Brigade Siaga 115 sesuai
ketentuanyang berlaku untuk bahan tindak lanjut.

BAB IV
SISTEM DAN JENIS LAYANAN BRIGADE SIAGA 115

Bagian Kesatu
Sistem layanan Brigade Siaga 115

Pasal 6

(1) Brigade Siaga 115 menggunakan sistem layanan call centre 115 atau
nomor telpon yang telah disediakan pada setiap UPTD Puskesmas;

(2) Brigade Siaga 115 setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, maka
tim akan segera mendatangi pasien dengan menggunakan mobil
ambulance;

(3) Setelah Tim sampai dilokasi, maka mereka akan melakukan anamnese
(pemeriksaan fisik) kemudian melakukan tindakan sesuai diagnosa atau
melakukan triase atau pengelompokan pasien yang didasarkan atas berat-
ringannya penyakit serta kecepatan penanganan / pemindahan / rujukan;

(4) Alur sistem pelayanan Brigade Siaga 115 sebagaimana dalam lampiran
Peraturan ini yang tidak terpisahkan;

(5) Dalam melaksanakan pelayanan, akan berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini yang
tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Jenis Layanan Brigade Siaga 115

Pasal 7

(1) Jenis Layanan Brigade Siaga 115 adalah jenis gangguan kesehatan
bersifat kegawatdaruratan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat.

(2) Jenis gangguan kesehatan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :



a. Persalinan abnormal
b. Berbagai jenis penyakit yang mem

dan tepat ' .
c. Korban luka akibat kecelakaan di jalan raya atau akibat kerusuhan di

butuhkan penanganan secara cepat

masyarakat .
d. Korban akibat bencana alam atau gangguan alam lainnya

BAB V
KETENAGAAN, INSENTIF DAN ANGGARAN BRIGADE SIAGA 115

Bagian Kesatu
Ketenagaan Brigade Siaga 115

Pasal 8

(1) Tenaga Brigade Siaga 115 terdiri dari tenaga medis, paramedis dan sopir;

(2) Tenaga Brigade Siaga 115 di rekrut dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai
Tidak Tetap pada UPTD Puskesmas masing - masing;

(3) Bilamana tenaga di UPTD Puskesmas tidak tersedia atau tidak
mencukupi, sebagaimana pada ayat (1) maka akan diadakan rekrutmen
tenaga Pegawai Tidak Tetap Daerah atau Penugasan Khusus Daerah;

(4) Dalam hal rekrutmen tenaga sebagaimana pada ayat (3) akan
dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Insentif Brigade Siaga 115

Pasal 9

(1) Tim Sekretariat Brigade Siaga 115 baik di Kabupaten maupun di UPTD
Puskesmas, akan diberikan Insentif / honor sesuai ketentuan yang
berlaku;

(2) Tenaga kesehatan dari PNS dan PTT yang masuk dalam Brigade Siaga 115
akan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditambah
penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga
Anggaran Brigade Siaga 115

Pasal 10

(1) U.ntuk pengadaan sarana dan prasarana Brigade Siaga 115 akan
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD)
Kabupaten Jeneponto atau sumber anggaran lainnya;

(2) Biaya Operasional sekretariat dan Brigade Siaga 115 akan dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Jeneponto atau sumber Anggaran lainnya.




BAB VI
WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pasal 11

(1) Brigade Siaga 115 dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang
untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Sekretariat Brigade Siaga
115 Kabupaten, dan UPTD Puskesmas serta Unit kerja lainnya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari
masukan, saran dan pendapat dari SekretariatBrigade Siaga 115
Kabupaten, dan UPTD Puskesmas serta Unit kerja lainnya sesuai dengan
substansi tugasnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Brigade Siaga 115

Pasal 12

Brigade Siaga 115 wajib mentaati Estandar Operasional Prosedur dan segala
peraturan perundang — undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala
bentuk data / informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh
tanggung jawab.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab Brigade Siaga 115
Pasal 13
Brigade Siaga 115 bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilaksanakan

kepada Kepala UPTD Puskesmas masing — masing, Kepala Dinas Kesehatan
dan Pemerintah kabupaten Jeneponto.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.




Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya / diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 03 MaReT

BUPAT NEPONTO,

| KASUBAG PER. UU & DOK. HUKU k
IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
pada tanggal 104 maeet 2015

Plt. SEK ARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,

AD SARIF, SH., MH.

Pangkdt : Pembina Utama Muda
Nip : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR 08

2015




Lampiran I :

ALUR PELAYANAN BRIGADE SIAGA 115
PADA UPTD PUSKESMAS KABUPATEN JENEPONTO

INFORMASI
MASYARAKAT/
PENELPON

A
CALL CENTER BRIGADE
SIAGA 115

v
TIM BRIGADE SIAGA 115

A

REGISTRASI/VALIDASI

A 4

KUNJUNGAN
RUMAH/LOKASI

\4
TRIASE

Inform consent

RUJUK
PKM

BUPATI JENEPONTO,

PEM. tRERA | Q)

S *:w.m-; s

C KESEHATAL ,{’:




Lampiran II :

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE SIAGA 115

PADA UPTD PUSKESMAS KABUPATEN JENEPONTO

PENANGGUNG JAWAB
Kepala Dinas
Kesehatan
KOORDINATOR
Kepala
Puskesmas
BENDAHARA SEKERTARIS
Bendahara Kepala
Operasional Tata Usaha
Puskesmas
SEKSI RR SEKSI SEKSI
(PENCATATAN & PENGARAHAN TRANSPORTASI &
PELAPORAN ) POTENSI & KOMUNIKASI
OPERASIONAL
SP2TP Dokter Driver

Puskesmas Ambulans

Penanggung-

Jawab UGD

Siaga
Perawat 115

o
S

| KADIS KeceHaTAN

CLPeM-¢ KESRA | kA2

IKSAN I

BUPATI JENEPONTO,

NDAR




